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PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATU ARTOREJO
TAHUN 2019

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (“GCG”) PT Bank Perkreditan
Rakyat Batu Artorejo (“BPRBAr”) tahun 2019 disusun sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang
Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOQJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016
Perihal Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan GCG BPRBAr tahun 2019 terdiri dari:

I.  Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir VII Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016;
dan

II. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG tahun 2018.

Pengertian Tata Kelola

Tata kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-
prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability),
pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran

(fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Tujuan penerapan tata kelola

- meningkatkan kinerja dan effisiensi BPR,;

- melindungi kepentikan stakeholder;

- meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK
dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan;

- meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan
kehati-hatian dalam pengelolaan BPR;

- melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum;

- menarik minat dan kepercayaan masyarakat. o
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I. TRANSPARANSI

PELAKSANAAN GCG
A. STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR BATU ARTOREJO

BANK PERKREDITAN RAKYAT "BATU ARTOREJO"
STRUKTUR ORGANISASI
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Pelanggaran terhadap penerapan Tata Kelola Bank

Jumlah Dewan Komisaris tidak sesuai ketentuan, seharusnya terdapat 2

(dua) orang Komisaris, Bank hanya memiliki 1 (satu) anggota Komisaris

saja.

B. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GCG

1.
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Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Acuan Hukum
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung

jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik
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di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran

dasar.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board of

Directors Charter) yang mengatur antara lain:

V V.V V V VYV V V

Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi;

Masa Jabatan Direksi;

Rangkap Jabatan Direksi;

Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
Aspek transparansi dan Larangan bagi Direksi;

Orientasi dan Pelatihan Direksi;

Etika dan Waktu Kerja Direksi;

Rapat Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

a.

Memimpin dan mengurus BPRBAr sesuai dengan maksud dan tujuan
BPRBAr.

Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan BPRBAr untuk
kepentingan BPRBAr.

Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin
terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan
manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan
kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate
Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPRBAr pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi BPRBAr.

Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.

Membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau

hasil pengawasan otoritas lain.
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i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

kepada pemegang saham melalui Rapat Pemegang Saham.

Kewenangan Direksi, antara lain:

a. Mewakili BPRBAr di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal
dan dalam segala kejadian, mengikat BPRBAr dengan pihak lain dan
pihak lain dengan BPRBAr, serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan
pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BPRBAr.

b. Untuk pembuatan tertentu, Direksi berhak mengangkat seseorang atau
lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang
ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.

c. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BPRBAr.

d. Mengatur Kketentuan tentang kepegawaian BPRBAr, termasuk
penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi
pegawai BPRBAr, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

e. Mengangkat dan memperhentikan pegawai BPRBAr berdasarkan
peraturan perusahaan BPRBAr.

f.  Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili BPRBAr di
dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang
Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau
beberapa orang pegawai BPRBATr, baik sendiri maupun bersama- sama
orang atau badan lain.

g Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun
mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih
lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya,
Direksi wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPRBAr,
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai

berikut:
No
T— Made Suartha Direktur Utama e Audit Internal
e Keuangan dan
Perencanaan
e Analisa Resiko
Kredit
e Penyelamatan
Kredit
e Cash Management
e Recruitment
Sumber Daya
Manusia
e Strategi dan
Pengembangan
Operasi dan
Layanan
e Layanan Kredit
2. Ichwanul Ridwan Direktur YMFK e Manajemen Resiko

e Kepatuhan

e Hukum

e Sistem Informasi
Manjamen

e Pembelajaran dan
Pengembangan
SDM

e APU dan PPT

Jumlah Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Per 31 Desember 2019, jumlah anggota Direksi BPRBAr adalah 2 (dua) orang,
terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Direktur Yang Membawahi Fungsi
Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi BPRBAr telah lulus Fit and Proper Test dan
telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh
anggota Direksi BPRBAr berdomisili pada provinsi yang sama di Indonesia.
Susunan anggota Direksi BPRBAr berdasarkan Akta Képuic_usan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Bank Perkreditan Rakyat Batu Artorejo Nomor 24
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tanggal 7 Pebruari 2019 dan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0110785 tanggal 22 Pebruari 2019

- susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Nama

Nama Made Suartha

Jabatan Direktur Utama

Masa Jabatan 11 Peb’ 2019 s/d 10 Peb’2021
Tempat/Tanggal Lahir Singaraja, 18-3-1958
Pendidikan Terakhir S1 Ilmu Adm Niaga

Lama menjabat 25 Tahun

No Sertifikasi 65100 1210 6 3467 2016

Masa berlaku Sertifikasi

6-Maret-2022

Pengalaman Kerja Terakhir

Direktur Utama BPR Batu

Artorejo
Nama Ichwanul Ridwan
Jabatan Direktur YMF Kepatuhan
Masa Jabatan 11 Peb’ 2019 s/d 10 Peb’2021
Tempat/Tanggal Lahir Malang, 31-8-1971
Pendidikan Terakhir S1 Ekonomi-Akuntansi
Lama Menjabat 18 Tahun
No Sertifikasi 65100 1210 6 3473 2016

Masa berlaku Sertifikasi

6-Maret-2022

Pengalaman Kerja Terakhir

Direktur YMFK BPR Batu

Artorejo

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris yang dilaksanakan Direksi:

> Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas;

> Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional;

> Direksi telah menyesuaikan strategi rekruitmen untuk mendapatkan sumber
daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas
sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan
kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat;

» Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang
memiliki potensi risiko tinggi akibat human error supaya dievaluasi dan
dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistim.

> Penyelesaian kredit bermasalah sesuai action plan dan melakukan
penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian dan selalu melakukan
analisis yang memadai;

» Menindaklanjuti segala temuan dari pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan

kecuali pedoman pemberian bonus kepada karyawan dan pengurus,
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pedoman pemberian uang perjalan dinas, dan pembuatan Jjob description

bagian legal kredit.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Acuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, setiap perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
diwajibkan untuk memiliki Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan
pengawasan atas Kkebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta
memberi nasihat kepada Direksi, yang dilakukan untuk kepentingan

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok
untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan
perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris
juga bertugas untuk memastikan terselengaranya pelaksanaan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) dalam setiap
kegiatan usaha BPRBAr pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
BPRBAr.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara

independen.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dewan
Komisaris (Board of Commissioners Charter) yang mengatur antara lain:

¢ Komposisi dan kreteria Dewan Komisaris;

e Komisaris Independen;

e Masa Jabatan Dewan Komisaris;

e Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;

* Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris;
e Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris;

e Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris;

e Etika dan waktu Kerja Dewan Komisaris;

e Rapat Dewan Komisaris.
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Tugas dan Tanggung Jawab dewan Komisaris, antara lain:

1;

13

8

Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BPRBAr, jalannya
pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPRBAr

sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar BPRBAr.

. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola

perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha

BPRBAr pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPRBAr.

. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan

strategis BPRBAr.

. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dari

Internal Audit, Audit Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas tidak

terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.

. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau
perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
BPRBAr.

. Membentuk:

a. Komite Audit*)

b. Komite Pemantau resiko; dan*)

c. Komite Remunerasi dan Nominasi.*)
* Jika ketentuan perundang-undangan mewajibkan untuk membentuk

Komite-Komite tersebut diatas.

Memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris

telah menjalankan tugasnya secara efektif.

Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung

Jjawabnya secara optimal.

Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 4

(empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh

seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 1 (satu) kali

dalam setahun.

Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh

anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.

Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisatis kepada seluruh

anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
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1. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh
BPRBAr.

Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.

Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai BPRBAr.

Membebas tugaskan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota

Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan

Anggaran Dasar BPRBAr, merugikan BPRBAr, melalaikan kewajiban

dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Anggaran
Dasar BPRBAr, antara lain:

a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas
perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya
pinjaman uang:

i. Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia/otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;

ii. Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

b. Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (borgtocht):

Guna menjamin kewajiban pembayaran kepada pihak lain atas hutang

BPRBAr terhadap pihak lain.

c. Membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak

untuk kepentingan perusahaan.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Batu Artorejo
berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank
Perkreditan Rakyat Batu Artorejo Nomor 24 tanggal 7 Pebruari 2019,

susunannya adalah sebagai berikut:

Nama
] Nama Agus Apriyono
Jabatan Komisaris Independen
Masa Jabatan 11 Peb’ 2019 s/d 10 Peb’2021
Tempat/Tanggal Malang, 16-April-1958
Lahir = 3
Pendidikan Terakhir S1 Administrasi Niaga
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Pendidikan Terakhir S1 Administrasi Niaga

Lama menjabat 18 Tahun

No Sertifikasi 65100 1210 6 2423 2015
Masa sertifikasi 13-Desember-2020
Pengalaman  Kerja Komisaris BPR Batu Artorejo,
Terakhir BPR Tumpang P Artorejo, BPR

Pare Artorejo

Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan
nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud
dan tujuan perusahaan.

Dalam tahun 2019, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan
Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

a. Berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya:

(1). Perkembangan bisnis BPRBAr perlu didukung dengan penerapan
manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi yang efektif dan efisien,
dan tetap sejalan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

(2). Mengingat perkembangan ekonomi di dalam dan luar negeri yang
kurang kondusif, hendaknya dalam pelaksanaan program/sasaran
bisnis yang disandang dalam Rencana Bisnis Bank agar tetap
memperhatikan aspek kehati-hatian (prudential) dan aspek kepatuhan
(compliance) serta dilakukan sosialisasi ke seluruh cabang dan unit
bisnis.

(3). Permodalan akan semakin menjadi tantangan dalam beberapa tahun ke
depan sehingga diperlukan adanya capital planning yang baik.

b. Berkaitan dengan Manajemen Risiko:

(1) Risiko Kredit

- Dalam penyaluran kredit, agar dihindari risiko konsentrasi yang
terlalu besar terhadap satu grup/industri tertentu;

- Supaya Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang
berkualitas;

(2) Risiko Operasional
> Dari segi risiko operasional, yang perlu mendapat perhatian khusus
adalah aspek pengamanan teknologi informasi agar keunggulan
BPRBAr dalam transactional banking dapat terjagé;
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> Regulatory compliance perlu mendapat perhatian khusus dari semua
jajaran, tidak hanya dari segi pengendalian internal dan Audit
Internal tetapi agar mitigasi diadakan mulai dari Jront line;

» Supaya Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan
secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital

banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

(3) Berkaitan dengan Audit:
Pendekatan berbasis risiko (risk based approach) menjadi penting bagi
Audit Internal dalam melakukan penilaian /fungsi audit, sehingga Audit
Internal dapat lebih fokus pada permasalahan atau unit bisnis yang

berisiko tinggi.

3. Pelaksanaan Tugas Pejabat Eksekutif Audit Intern
Fungsi Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan
meningkatkan operasional BPRBAr melalui kegiatan audit dan konsultasi

(consulting) yang independen dan obyektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, Fungsi Audit Internal melakukan penilaian
atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko, pengendalian
internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak intern BPRBAr

yang membutuhkan.

PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

PE Audit Intern dijabat oleh Dwi Astutik dan telah tercatat pada administrasi
Otoritas Jasa Keuangan melalui surat S-403 /KO.041/2016 tanggal 14
Oktober 2016.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Internal

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko
dan melaporkan realisasinya.

2. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (risk management),
pengendalian internal (internal control), dan proses tata kelola
(governance) untuk menilai kecukupan dan efektifitasnya.

3. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit. =
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4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang
kegiatan yang diperiksa.

S. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan
permintaan Dewan Komisaris, Direksi, unit kerja atau adanya indikasi
tertentu.

6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut
yang telah dilakukan auditee atas rekomendasi hasil audit.

7. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal BPRBAr yang
membutuhkan.

8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal
yang dilakukan.

Independensi

Fungsi Audit Internal independen terhadap unit kerja operasional dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi
langsung dengan Dewan Komisaris. Pertemuan Fungsi Audit Internal dengan
Direktur Utama setiap bulan, sedangkan pertemuan dengan Dewan Komisaris
terlaksana setiap semester.

PE Audit Intern masih belum sepenuhnya Independen, masih ikut serta dalam
operasional perusahaan, untuk tahun 2020 diharapkan dapat menjadi murni

independen.

Pelaporan

Fungsi Audit Intern menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan

Direksi yang terdiri dari:

a. Laporan Hasil Audit;

b. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit Internal maupun
Eksternal;

c. Laporan Realisasi Kegiatan Audit/Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok
Hasil Internal Audit;

d. Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit internal yang diperkirakan

dapat menggangu kelangsungan usaha Bank.

Program Kerja Pejabat Eksekutif Audit Intern

Program Kerja Rencana Audit 2019, memberi fokus pada:
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a. Penerapan Fungsi Kepatuhan bekerjasama dengan PE Kepatuhan dan PE

Perkreditan;
b. Penerapan Manajemen Resiko ke dalam Sistem Pengendalian Intern;
c. Pengawasan Batas Maksimum Pemberian Kredit;
d. Rencana Bisnis;
e. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan;
f.  Perencanaan audit intern dan pelaksanaan audit 2019;

g Perencanaan pembuatan Laporan Tahunan Audit Intern 2019 yang akan

diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan selambatnya akhir Januari 2020.

4. Fungsi Kepatuhan

Kedudukan PE Kepatuhan adalah setingkat Kepala Bagian dan bertanggung
jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
yang dijabat oleh Puspita Ratnasari telah tercatat di administrasi OJK surat
No. S-102/K0.04011/2019 tanggal 14 Mei 2019. Pejabat Eksekutif
Kepatuhan bersifat independen, yaitu dibentuk secara tersendiri dan bebas
dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta memiliki akses langsung kepada
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. PE Kepatuhan selain
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, juga
bertanggung jawab terhadap Manajemen Risiko dan pelaksanaan ketentuan
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BPRBAr, Dewan
Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif.
Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan
atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan

penjelasan, dan pertemuan.

Aktivitas Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2019

Melakukan langkah-langkah mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan,

antara lain:

0 Melakukan sosialiasi kebijakan intern dengan unit kerja terkait;

0 Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan
yang berlaku;

0 Menyediakan informasi peraturan OJK, dan regulator lainnya;

i
0 Memastikan penyesuaian ketentuan internal dengan peraturan yang
berlaku.
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Aktivitas terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama
tahun 2019

Melakukan pembahasan tentang laporan transaksi keuangan simpanan
pihak ke tiga tentang LTKM setiap akhir bulan dengan bagian Dana.

Tidak terdapat aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan otoritas

serta bank koresponden:

No.
AT )
1 Melaporkan Transaksi Keuangan 0 transaksi
Tunai (CTR)
2/
3

Transaksi Keuangan Mencurigakan 0 laporan
(STR)

Menindaklanjuti permintaan data 0 laporan
dan informasi rekening/keuangan
dari:
» PPATK (Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan)

» KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi)

4 Permintaan due dilligence CDD/EDD "0 permintaan

dari Bank Koresponden

Indikator Kepatuhan

Indikator kepatuhan tahun 2019 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

o Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) sebesar 68.19%;

o Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada
kelompok usaha.

o Komitmen terhadap OJK dan regulator lainnya sebagian telah dipenuhi
dengan baik.

C. Kepemilikan Saham Direksi
Kepemilikan Saham Anggota Direksi
Data dan informasi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Batu
Artorejo dan Group Usaha BPR posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Made Suartha - - - -
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Ichwanul -
Ridwan

D. Pernyataan Independensi Anggota Direksi
Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan
kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang

saham pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.

Jabatan

Pemegang
Dewan
Komisaris
Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Made Direktur
Suartha Utama - v - v = v
Ichwanul - g
irektur
Bt - - Voo

7 Pemegang
_ Jabatan Dewan Komisaris Direksi Saham
= Pengendali
7 Ya Tidak Ya Tidak ¥a Tidak
_ Direktur
Made Suartha rHiian - \j - \] - \[
Ichwanul .
—— Direktur - v = N - N

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

s
Perusahaan
BPRBAr Bank Lain Keuangan i
Bukan Bank

Agus Apriyono -
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)
F. Pernyataan Dewan Komisaris:

i. anggota Dewan Komisaris tidak melebihi yang diperkenankan dalam
ketentuan yang berlaku, yaitu Anggota Dewan Komisaris hanya dapat
merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain
atau BPRS.

ii. anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan /atau Bank

Umum.

;Jabatan Pemegang
- Dewan Komisaris Direksi Saham
Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Komisaris
Agus Apriyono - B =
S Independen \/ V( \/

Pemegang
Jabatan Dewan Komisaris Direksi Saham
~ Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Komisaris
Agus Apriyono # - - ‘/
Fst Independen \j v

Agus Apriyono menjabat juga sebagai Komisaris di dua BPR terkait, yaitu BPR
Tumpang Prima Artorejo dan Pare Artorejo.

G. Struktur Remunerasi
Remunerasi Direksi
Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah
nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2019
adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas

Lain

Gaji 2 197.400

Tunjangan 2 16.450
-3

Tantiem - ) -
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Kompensasi berbasis Saham - -

Remunerasi: Bonus Tahunan 2 -
Bahan Bakar Minyak 1 6.300

Total 220.150
Mobil Dinas 1 Direktur Utama

Remunerasi Dewan Komisaris
Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah

nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun
2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi

dan Fasilitas Lain

Gaji

Tunjangan 1 3.000

Tantiem - -

Jenis Remunerasi dan

Fasilitas Lain

(lanjutan)

Kompensasi  berbasis - -

Saham

Remunerasi: Bonus - -

Tahunan

Perumahan - -

Transportasi (BBM) - 4.125

Asuransi Kesehatan — -
Total 43.125

Mobil Dinas 1 Komisaris

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPRBAr selaku pemberi kerja kepada
pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah
dilakukannya. Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud di atas,

adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi
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:

dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap
BPRBAr sampai batas pelaksana.

Keterangan

Rasio gaji Pégawai tertinggi dengan pegawai terendah 62.5: 37.5
Rasio gaji Direktur tertinggi dengan Direktur terendah 61:39
Rasio gaji Komisaris tertinggi dengan Komisaris terendah 100:0
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi 77 :23
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi 69 : 31

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris masih belum ditetapkan di awal tahun. Selama

tahun 2019 Dewan Komisaris BPRBAr tidak melaksanakan rapat Dewan
Komisaris yang seharusnya diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun, dan
dihadiri secara fisik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pengambilan keputusan fidak dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam
hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan

berdasarkan suara terbanyak.

Tidak terdapat keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat
mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat
Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta

alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan
Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Kehadiran Persentase

Agus Apriyono - - 0%

Sedangkan, frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris (1 Komisaris) dan
Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan
selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Jumlah Persentase
Kehadiran
Rapat Kehadiran
Agus Apriyono 4 4 z‘ 100%
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Made Suartha 4 4 100%
Ichwanul Ridwan 4 4 100%
Keterangan:

PT. BPR Batu Artorejo tidak memenuhi ketentuan POJK mengenai minimal
rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun yang
disebabkan jumlah Dewan Komisaris tidak sesuai ketentuan.

Topik/Materi Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi:

» Rencana Bisnis 2020 dan Realisasi Rencana Bisnis Semester I tahun 2019;
» Peningkatan penyaluran kredit yang sehat dan NPL;

» Pemenuhan struktur organisasi sesuai POJK;
>

Perkembangan Operasional bank menyeluruh.

Penyimpangan Intern (Internal Fraud).

Penyimpangan internal (internal fraud) adalah penyimpangan/kecurangan yang
dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses
kerja dan kegiatan operasional BPRBAr.

Selama tahun 2019, tidak terdapat terdapat penyimpangan internal keuangan.

Total Fraud

Telah diselesaikan

Dalam proses
penyelesaian di
internal BPR

Belum diupayakan

penyelesaiannya

Telah ditindak lanjuti ]
melalui proses hukum

K.

Permasalahan Hukum

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang
dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan
posisi 31 Desember 2019 yang terjadi di PT. BPR Batu Artorejo

dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini:
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Permasalahan Hukum

Telah selesai (telah mempunyai

kekuatan hukum tetap)
e Rp. 51 juta- 250 juta - -
e Rp. 251 juta ke atas - -

Dalam proses penyelesaian

e Rp. 51 juta- 250 juta 1 -
e Rp. 251 juta ke atas - -
Total 1 -

Total Perkara 1 -

Keterangan:

Pelelangan agunan oleh KPKNL, kredit atas nama kredit Imam Gozali nomor
rekening 07.5854/3 yang telah di hapus buku berupa tanah dan bangunan
belum ditindak lanjuti dengan baik oleh Direktur Utama.

L. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara
kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi
pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan

perusahaan.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi
dan pegawai perusahaan harus mendahulukan kepentingan ekonomis
perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya,

oleh karena itu dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tersebut.

Pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan

kepentingan, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

* Pihak yang terlibat dalam benturan kepentingan dilarang untuk turut serta
dalam pembahasan dan membuat keputusan. Jika terjadi benturan
kepentingan, keputusan harus dilakukan oleh pihak/ pejabat lain atau
pejabat one up level.

* Jika suatu Transaksi mempunyai benturan kepentingan dengan seorang

Direktur, Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pihak terafiliasi dari
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Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama mempunyai Benturan
Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui
oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi
wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

* Keputusan yang mengandung benturan kepentingan dicantumkan dalam
risalah rapat dan dilaporkan ke Direktur Kepatuhan dan atau PE Kepatuhan
pada setiap akhir tahun untuk pelaporan pelaksanaan GCG tahunan.

Transaksi Afiliasi yang terjadi Selama Tahun 2019 antara lain:

No
Usaha milik istri Direktur Utama

1. Catering/Makanan Bu Ni Luh Rp. 6.612 biar lebih mudah dalam pemilihan

menu untuk “selamatan” kantor
2. _ - - -

Keterangan:
Dalam tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan
kepentingan, dan Bank tidak memiliki kebijakan mengenai transaksi yang

mengandung benturan kepentingan.

M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik
BPRBAr berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada pihak

sendiri maupun pihak lain dan atau lembaga lainnya.

Penerima Dana

Sumbangan atau donasinon Instansi - 1'4.431

Upacara Adat (Ibadah) 335

Lembaga lainnya/Partai politik -

Total 14.431 -

N. Audit Ekstern
Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang

Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, maka:
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Laporan Keuangan BPRBAr telah diaudit oleh Akuntan Publik yang

independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan

kemahiran profesional secara cermat dan seksama {due professional care).

Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPRBAr melakukan audit sesuai dengan

standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.

Masih belum menggunakan sarana RUPS Tahunan, untuk penunjukan

Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya honor pemeriksaan,

keputusan pemilihan KAP dan negosiasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, antara lain:

* Merupakan Kantor Akuntan Public dan Akuntan Publik (partner in-
charge) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

 Tidak memberikan jasa lain kepada BPRBAr pada tahun tersebut
sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.

* Kantor Akuntan Public memberikan jasa audit paling lama untuk
periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

* KAP Adi Darmawan ditunjuk sebagai auditor BPRBAr untuk melakukan
audit atas laporan keuangan BPRBAr untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2019, dengan imbalan jasa sebesar Rp. 14,85 juta
(termasuk PPN).

BPRBAr memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk

menyampaikan Laporan keuangan yang telah diaudit (audit report) disertai

dengan Surat Komentar (Management Lettery kepada Otoritas Jasa

Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan

Keuangan BPRBAr

e X

Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Adi Darmawan Nugroho dan
Thomas, & Dewi Rekan
Akuntan Publik Mader Sudarma Adi Darmawan Adi Darmawan
Ervanto Ervanto

O. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1.

Transparansi kondisi keuangan BPRBAr

Informasi kondisi keuangan BPRBAr telah dituangkan secara jelas dan
1

transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

> Laporan Keuangan Tahunan;
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» Laporan Keuangan Publikasi Triwulan;
» Laporan Keuangan Bulanan.
2. Transparansi Kondisi Non Keuangan BPRBAr
» Transparansi produk melalui leaflet dan brosur;
» BPR memiliki homepage http://bprartorejobatu.com

» Penyediaan pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa.

RUPS selama Tahun 2019

No

1 RUPS Luar Biasa 26 Januari 2019 > Pengunduran diri pengurus

perseroan;

Y

Pengangkatan kembali
Pengurus Perseroan.
2 RUPS Tahunan 18 April 2019 » Laporan Tahunan 31
Desember 2018;

> Penetapan penggunaan
Laba;

> Penunjukan Akuntan
Publik untuk pemeriksaan
pembukuan Bank untuk

tahun yang berakhir 2019

II. Hasil Penilaian Sendiri Pelakasanaan GCG (Self Assessment)

PERINGKAT
KOMPOSIT
Mencerminkan manajemen BPRBAr telah melakukan
penerapan Good Corporate Governance yang secara umum
Cukup Baik. Hal ini tercermin dari ada pemenuhan yang
CUKUP 2 1 8 kurang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate
BAIK ? Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan

prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum

kelemahan yang signifikan supaya dapat segera dilakukan
perbaikan oleh manajemen BPRBAr.

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada semester II tahun 2019 ini dapat
dikemukakan bahwa, tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan atau penerapan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan Bank Batu Artorejo telah menunjukkan
Governance Outcome yang baik terutama terhadap pemenuhan komitmen
pencapaian target bisnis atas Rencana Bisnis Bank (busines§ plan) tahun 2019

yang telah sesuai dengan harapan stakeholders. Namun terdapat nilai tidak
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memuaskan pada faktor “Penanganan Benturan Kepentingan”, sehingga
seharusnya peringkat komposit mendapat predikat BAIK menjadi CUKUP
BAIK.

Adapun tingkat pencapaian terhadap rencana bisnis per akhir Desember 2019
(semester II tahun 2019) beberapa pos telah melampaui target yang ditetapkan,
hal ini terlihat dari beberapa item kinerja keuangan. Hal ini terjadi karena secara
continue dilakukan coaching pada semua level jajaran Bank dengan penerapan
governance process secara baik melalui perubahan beberapa kebijakan dan
strategi pengawasan, seperti monitoring dan evaluasi yang lebih intensif (day by
day), maka hasilnya secara year on year (YoY) dibandingkan dengan realisasi
tahun 2018 kinetja Bank Batu Artorejo menunjukkan pertumbuhan yang sangat
menggembirakan antara lain, dari sisi KREDIT tumbuh sebesar 126.20%, LABA
meningkat sebesar 154.90%, dan ASET tumbuh sebesar 104.22% Dan jika
dihadapkan dengan rencana bisnis tahun 2019 maka tingkat pencapaian dari
masing-masing indikator kinerja dimaksud adalah untuk Kredit tercapai sebesar
112.54% dan Laba sebesar 155.40%.

Pos yang tidak tercapai baik secara realisasi atau target adalah penghimpunan
dana pihak ketiga secara realisasi dengan tahun sebelumnya, DPK (realisasi) turun
menjadi 93.41% atau terdapat penurunan 6.59%, tidak tercapai target yang
diharapkan sebesar 90.81% atau turun di bawah target sebesar 9.19%.

Namun demikian masih terdapat kelemahan fungsi pengawasan dan monitoring
terhadap kewajiban penyampaian laporan oleh pejabat supervisi unit kerja,
sehingga masih terdapat kewajiban membayar karena kesalahan /keterlambatan
penyampaian koreksi laporan bulanan/data SLIK pada tahun 2019 kepada
Otoritas, tetapi tidak signifikan. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan agar
berperan lebih baik perlu ada proses pembelajaran yang dilakukan melalui
pembekalan berupa peningkatan pengetahuan yang mengarah pada pengetahuan
teritang fungsi pengawasan/monitoring dan kesadaran atas risiko yang mungkin

terjadi.

600D EORPORATE GOVERNANCE REPORT .BPR BAr.2019° wa-0Ne 24/50



Kesimpulan:

Berdasarkan analisis penilaian sendiri (self assessment) terhadap aspek governance

structure, governance process, dan governance outcome pada masing-masing faktor

Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Governance Structure :

1. Faktor Positif aspek governarice structure, dapat dikemukakan bahwa secara

struktur tata kelola, BPRBAr telah memiliki organ yang telah sesuai dengan

ketentuan Bank Perkreditan Rakyat seperti Komisaris, Direksi, Pejabat
Eksekutif di bawah Direksi seperti Pejabat Eksekutif Audit Intern, Risk

Manajemen, Kepatuhan, APU dan PPT untuk pemenuhan kecukupan

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
Secara infrastruktur tata kelola, BPR BAr Pos telah memiliki kebijakan dan

prosedur-prosedur operasional tertulis disetiap unit kerja dan pada setiap

level posisi organisasi serta telah dilengkapi dengan job description yang

jelas.

2. Faktor Negatif aspek governance structure, dapat dijelaskan bahwa:

a.

walaupun dari jumlah dan komposisi Direksi terpenuhi namun anggota
Komisaris tidak sesuai ketentuan minimal, BPRBAr pada bulan
desember 2019 telah mengajukan calon anggota Dewan Komisaris
untuk dilakukan fit and proper test oleh OJK;

BPR BAr belum memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur jika terjadi

benturan kepentingan.

B. Governance Process :

1. Faktor Positif aspek governance process dapat dijelaskan bahwa:

a.

efektifitas proses pelaksanaan prinsip GCG telah berjalan dengan baik,
walaupun dengan dukungan ketersediaan struktur yang terbatas
karena belum seluruh anggota pengurus perseroan memperoleh
persetujuan fit and proper test, namun karena kecukupan infrastruktur
seperti job description masing-masing level fungsi organisasi yang sudah
memadai, maka implementasi operasional tetap dapat berproses dengan
baik;

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Kotnisatis,
anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif sangat bé;komitment tidak

mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi
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keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki

benturan kepentingan tersebut.

2. Faktor Negatif aspek governance process adalah

a,

masih terdapat beberapa pedoman atau kebijakan yang belum dikinikan
dan belum dibuat, namun tidak banyak berpengaruh terhadap proses
operasional karena pedoman yang ada masih relevan dengan kondisi
yang ada;

Fungsi pengawasan berkurang dikarenakan Dewan Komisaris jumlah
anggota hanya 1 (satu) orang saja sehingga tidak terjadi musyawarah
untuk mufakat;

Pengawasan sistem pengendalian intern kususnya untuk risiko kredit

masih lemah, PE Audit Intern belum sepenuhnya independent.

C. Governance Outcome :

1. Faktor Positif aspek governance outcome dapat dijelaskan bahwa:

a.

b.

Kinerja BPRBAr pada posisi 31 Desember 2019 telah menunjukkan
pertumbuhan bisnis yang secara (YoY) meningkat signifikan, masing-
masing menunjukkan hal-hal seperti misalnya: hasil secara year on year
(YoY) dibandingkanh dengan realisasi tahun 2018 kinerja Bank Batu
Artorejo menunjukkan pertumbuhan yang sangat menggembirakan
antara lain, dari sisi KREDIT tumbuh sebesar 126.20%, LABA
meningkat sebesar 154.90%, dan ASET tumbuh sebesar 104.22% Dan
jika dihadapkan dengan rencana bisnis tahun 2019 maka tingkat
pencapaian dari masing-masing indikator kinerja dimaksud adalah
untuk Kredit tercapai sebesar 112.54% dan Laba sebesar 155.40%;
NPL tahun sebelumnya sebesar 20.69% menjadi 13.25%.

2. Faktor Negatif aspek governance outcome BPRBAr bahwa:

a.

fungsi pengawasan/supervisi terhadap bawahan yang belum maksimal
sehingga menyebabkan masih terdapat laporan yang terlambat
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya mengenai
koreksi data/cleansing data SLIK tahun 2019 sehingga terdapat sanksi
denda membayar kepada otoritas namun tidak material.

i
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b. Dan tidak terdapat laporan rapat pengawasan oleh Dewan Komisaris
sama sekali yang disebabkan anggota Dewan Komisaris hanya 1 (satu)
orang saja;

c. Tidak terdapat benturan kepentingan, namun BPR BAr belum memiliki
kebijakan intern berkaitan dengan hal tersebut, yang sewaktu-waktu
dapat dipergunakan sebagai acuan untuk penyelesaiannya,;

d. NPL masih tinggi di atas 5.00%;

€. Masih terdapat beberapa komitmen atas pemeriksaan oleh OJK pada
tahun lalu masih belum ditindak lanjuti oleh Direksi.

III. Penutup
Demikian gambaran umum pelaksanaan Good Corporate Governance Bank
Perkreditan Rakyat Batu Artorejo selama tahun 2019, dan diharapkan dengan
adanya tata kelola Perusahaan yang baik dapat lebih meningkatkan kinerja
BPRBAr, memperkuat kondisi perbankan Nasional sesuai Arsitektur Perbankan
Indonesia (API) melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan
kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

nilai-nilai, kepemimpinan, dan kebersamaan yang dianut BPRBAr.

Batu, 25 Pebruari 2020

Agus Apriyono

Komisaris
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